PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN GUNUNG MAS
BUPATI GUNUNG MAS

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor ....... Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

—_

=~

10.

11.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya.

Peraturan Daerah Nomor .......... Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor ............ Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN
GUNUNG MAS.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pean besarnya pajak yang terutang samplaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang
dari Wajib Pajak.

10. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah

1.

terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sckaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas
tanaha dan/atau bangunan.

12. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak

atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.



13.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan
dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
b. prosedur pembayaran BPHTB ;

¢. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);

d. prosedur pendaftran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Banguan;
e. prosedur pelaporan BPHTB;

f. prosedur penagihan;

g. prosedur pengurangan.

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur
pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan
SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan
penerbitan akta oleh PPAT.

Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/ Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB,
SKPDKB/SKPDKBT dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah
prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Pasal 3

Untuk melaksanakan system dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKPKD harus
mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi :



(2)

a. fungsi pelayanan
b. fungsi data dan informasi ; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan
waijib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan
proses pengurangan BPHTB.

Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola
database terkait objek pajak.

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ bertugas untuk
menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain
yang ditunjuk.

BAB li
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 4

Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan peneliian atas objek pajak yang haknya
dialinkan.

Pasal 5

Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran | yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembayaran BPHTB

Pasal 6

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat
Lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Il yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



4)

Bagian Ketiga

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi pelayanan.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan
lapangan.

Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran il
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah
kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran
pemindahan hak.

Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima

Pelaporan BPHTB

Pasal 9

Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai
bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 10

Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari
Bank dan/atau Bendahara penerima dan/atau PPAT.

Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang
ditunjuk/bendaha penerima paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam

Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB
dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau
Surat Paksa jika diperlukan.

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaiman tercantum dalam lampiran VI yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12
(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(3) Tata cara penguran BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Vil yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 13

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini

2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-
lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervise dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Kepala Daerah tersendiri.



BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkandi  : Kuala Kurun

Padatanggal : 29 Janvar( zou

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun

padatanggal o7 Pebruar] 20|

Sekretaris Daerah

Kabupaten Gunung M

Berita Dagrah Tahun 204 Nomor 195



[Lampiran I}

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses

yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada

Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form
SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan
dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan

mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliiki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah dan/atau
bangunan vang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan

dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD}
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara
organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
{DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam

menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB {SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akia Tanah {PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan
menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah camat atau notaris. Dalam
prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk:
- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan;

- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: dan
; g ;

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupaken pibak yang mengelcla dotobose pertamaban i wilayah wewenangnya. Dalam
prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan menvyediakan data vang dibutuhkan PPAT terkait

pemeriksaan objek pajak.



LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen
pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan
bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini
dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada
dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan.
Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada

PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen
pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa
kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah
lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala

Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang
dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan

menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa
kebenaran data cbjek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT

dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini
merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan vyang belum
ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.

Langkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(SSPD BPHTB]) dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah.



Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai
BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam
formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang
dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

» Lembar 1:
Untuk Waijib Pajak.
» Lembar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.
» Llembar 3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
Lembar 4:

A\ 74

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
Lembar 5:

\%

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
»> Lembar6:

Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi
Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak.

Langkah 9

Waijib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.



CONTOH DUKUMEN SURAT SETORAN PAIAK DAERAH BPHTE lembar 1

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANBANGUNAN Lembar 4

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Logo Pemerintah Daerah

( SSPD-BPHTB ) Untuk W ajib Pajak

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:

PERHATIAN : Bacalah petunjuk p engisian pad a halaman belakang lembar i terlebih dahu lu.

A 1.Nama Wajib Pajak: l I j , ’ , ] , ] ‘ l } } l ’ ' I
2.NPWP:
3. Alam at Wajb Pajak:
4. Kelrahan/Desa: 5. RT/RW: 6 .Kecam atan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:
B. 1.Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: I l I ! l l I I | l | EI

2. Letak tanah dan atau bangunan:
3. Kelurahan/Desa: 4 RT/IRW:
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/ m?
Uraian { Diisiluas tana hd an ab u b angun an yang (Diisi berdasarkan SPPT P88 & hun tegadinya Luas x NJOP PBB /m?
haknya diperokh ) perokhan hak/ Tahun }
Tanah { bumi 7 , 219 1 ,
( ! m Re Rp angka 7 xangka 9
Bangunan 8 I m2 |10 Rp 12 | rp e )
angha 8 x angka 10

NJOP PBB: 13| Rp

15. Jenisperolehan hak atas tanah dan atau bangunan: ! I 14, Harga transaksi / Nilai pasar: |Rp

angka11+angka 12

16. N omor Se ttifikat :

C. AKUMULASINILAIPEROLEHAN HAK SEBELUMN YA l Rp
D. PENGHITUN GAN BPHTB (Hanya diisiberdasarkan penghitingan W ajib Pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13., B.14, dan C 1 B> Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) memperhatikan nilai pada C 2 B Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Ke na Pajak{ NPOPKP ) angle 1-angka2 | 3 B> Rp
4.Bea Perolehan H ak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% xangka 3 4 B Rp

E. Jumlah Setoran berdasarkan:
a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/ SKPD B KURANG BAYAR /SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: [ % berdasar Peraturan KDH No: .. ... ...
I d
JUMLAH YANG DISETOR ({dengan angka) {dengan huruf):

[Re |

(berdasarkan perhitungan D4 dan pifhan diE)

*) Coretyang fdak peris

1 MENGETAHUL: DITERIMA OLEH: Telh Diverfikast
WAJIB PAJAK /PENYETOR PPAT/NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal: KEU AN GAN ASET DAERAH

Nama le ngkap dan tanda tangan Nama len gkap, stempel, dan fan da fan gan Namalengkap, stempel, dan tanda tangan Nama le ngkap, stempel, danfandaiangan
Hanya diisi oleh NomorDokumen ! ‘ ‘ ! l f i l e : B S o

petugas DPPKAD

NOP FEB_ baru:

Lembar 16 — Wajib Pajak




CONTOR DOKUMEN SURAT SETORAN PAIAK DAERAN BPHTB Lembar 2

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
Untuk PPAT/Notaris

( SSPD-BPHTB ) sebagai arsip

BERFUNGSI| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
Logo Pemerintah Daeran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A 1. Nama Wajib Pajak: l ’ ] J { l J
é

! ]
HERNEEEREEEEEEEE

2. NPWP: f I ’

3. Alamat Wajib Pajak:

4. Kelurahan/Desa: 5. RT/RW: B.Kecamatan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: L) T I O O

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan/Desa: 4. RT/RW:
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:
Penghitungan NJOP PBB:
y Ltuas NJOP PBB/ m?
Uraian ( Diisi luas taneh dan atau bangunan yang ( Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya Luas x NJOP PBB / m?
haknya diperolef ) perolehan hak / Tahun ......... er}
Tanah ( bumi ) 7 m? | 9| Rp 11| Rp [odalsagad |
Bangunan 8 m2 |10 | Rp 12|Rp [enghax angka 10 |
, NJOPPBB:  |13|Rp [angka 11 angka 2]
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: {:lj 14. Harga transaksi / Nilai pasar: [re ]
16. Nomor Sertifikat :
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp

D. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Waijib Pajak )

1. Nilai Perclehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada 8.13, B.14., dan C 1B Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan nilai pada C 2 Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angkat-angka2 | 3 [B» Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4B Rp
E. Jumlah Setoran berdasarkan:
D a. Penghitungan Wajib Pajak
b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nemor. ) Tanggal: )
D ¢. Pengurangan dihitung sendir menjadi: [D % berdasar Peraturan KDH NO: ... oo
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): {dengan huruf):
[ J =
(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E)
............... o MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi:
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT /NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal R — KEUANGAN ASET DAERAH
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempel,‘ dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan
M i sk - . - , e . e ‘rl S : ‘
anya diisi ol ; = = = L &
Patuygas DPPKAD Nmor:»ﬂokum,en'ﬁ - = { I ] 3 i S J

it NN NN ERNjNENCANA GEEN B




PETUNIUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJIAK DAERAH BPHTB

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

= Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP} sebagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Bidang
Pertanahan Kabupaten/Kota; Lembar keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank Yang Ditunjuk; dan Lembar keenam diterima Bendahara
Penerimaan.

= i1siiah SSPD BPHTB Ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

= Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP,

CARA PENGISIAN:

HURUF A Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas
HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak {NOP) yang tercantum dalam SPPTPBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan,
Angka 2 s.d angka 6  Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat
Keterangan NJOF PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama yang wilayah
kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:
Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode
- Pemindahan Hak - Pemasukan dalam perseroan /badan hukum lainnya e} - Pemekaran Usaha 12
- Jual Beli 01 - Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 07 - Hadiah 13
- Tukar Menukar 02 - Penunjukan pemberi dalam lelang 08 - Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan RSS melalui KPR 14
- Hibah 03 - Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 09 bersubsidi *) 15
- Hibah Wasiat 04 tetap 10 - Pemberian hak baru 16
- Waris 05 - Penggabungan usaha 11 - Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak 17
- Pelebaran usaha - Pemberian hak baru diluar pelepaasn hak
*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan
Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 60/PRT/1992 tentang persyaratan
Teknis Pembangunan Rumah Susun.
Angka 16 Diisi dengan nomor sertifkat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan.
HURUFC Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelumnya Untuk mendukung angka ini, dapat digunakan lembar tambahan untuk menunjukkan detail
perhitungan.
HURUFD Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan {(BPHTB) oleh WP.
Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d huruf C tidak perlu diisi
Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak {NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal
NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13. Dalam hal WP yang bersangkutan
pernah menerima peralihan hak, maka angka NPOP ini harus mempertimbangkan akumulasi ini, jika akumulasi sebelumnya belum pernah dikenai BPHTB maka NPOP
dihitung sebagai penjumiahan dengan akumulasi ini.
Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah
(informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui DPPKAD setempat)
Angka 3 Cukup Jelas
Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% {sesuai Pasal .... Perda No. ... Tahun ......}
HURUF E Diisi dengan memberi tanda “X” pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a. jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C

Huruf b. Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)

Huruf c. jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf C. Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Huruf d. jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, dan huruf ¢, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan pilihan pada HURUF E.

Jika E-a dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4.

Jika E-b dipilih, maka jumlah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di E-b

Jika E-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di E-c
Jika E-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di E-d

Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak} dan huruf {pada bagian yang diarsir}.

Catatan:

Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan “NIHIL” pada bagian JUMLAHH SETORAN. SSPD BPHT
nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank Yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan).



D. BAGANALIR

,, _vanmucT Pengurusan >.ﬁu vm,:.:.mmm:m: Hak atas imlu_.;_; dan/atau Bangunan

CUralan :

 Wajib Pajak
Selaku Penerima Hak

_u.@.mwmﬁ wm,.:ccmﬁ Akta 4m3m3_

Kepala _A,msﬁ,,o,q .mmﬁam:m
Pertanahan .

1. Waijib pajak (penerima hak) mengurus perolehan
hak atas tanah dan atau bangunan ke PPAT dengan
menyerahkan dokumen terkait perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

2. PPAT menerima dokumen perolehan hak dari
Wajib Pajak. PPAT kemudian memeriksa data
mengenai objek pajak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

w Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan
‘|data yang dibutuhkan oleh PPAT terkait
pemeriksaan objek pajak.

14. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

Zm:m:am
perolehan:hak atas:

Dokurmen terkait
Perolehan Hak Atas
Tanah dan: 00

tanah.dan atau’

' bangunan ke PPAT.

Y

Bangunan
SR
/(&L,/\\F

Mermiariksa data
terkait objek pajak

ke Kepala Kantor
Ridang Pertanahan

Menyusun Draft
'Akta Pemindahan

¥

Menyediakan data
yang dibutuhkan -
L PPAT terkait:
pemeriksaan objek

pajak:

Hak atas Tanah dan/
atau Bangunan

Lampiran I — Pengurusan Akta

Penyediaan DFatt AKTa
Eormiir S8PD= ‘Pemindaban Hak
BPHTB ‘atas Tanahdan/’
5. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta atau Bangunan
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. /rl\\ﬁ
Form sSPD- | [ eTERTIRE BF o
) BPHTB (6 tefutang, menyiapkan
6. Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT laribar) SSPD-BPHTE, &
menerima  formulir S$SPD-BPHTB dari Dinas 3 \\\?// ,S.m:u:a.p:%mmi
|Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset e LSSPD-BRHTR. . |
Daerah .
7. PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan G 1% ik i
. |SSPD-BPHTB. I
: lemibaT &)
8. WP bersama-sama dengan PPAT kemudian : <<vm EuZ..
N ; 3 ary -
menandatangani SSPD-BPHTB. SSPREBEHTE tanda tangan
Ditetapkandi : Kugla Kurun

HAMBIT BINTIH

29 U%s\&_l, 201)




[Lampiran II}

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan proses
pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan
melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk atau secara tunai melalui

Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah {PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTE sebagal dasar bagi Waiib

Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

3. Bankyang Ditunjul/ Bendahara Penerimaan
Werupakan pihzk yang mererime pembayaran BRPHTE terulang dard Walih Pajek. Dalam
prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan berwenang untuk:

- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;

- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;

- menandatangani SS5PD BPHTRB yang telah lengkap pengisianny

a; dan

fe

- mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
(SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:



= |lembar 1:

Untuk Waijib Pajak.
= lembar 2:

Untuk PPAT sebagai arsip.
= Lembar 3:

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
®* lembar4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
®  lembar5:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
®=  lLembaré6:
Untuk Bank Yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi
Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB

tersebut,

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Pada saat
yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB
terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan kemudian memeriksa

kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang
pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan

sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan. Waijib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD

BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKA.



CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAIAK DAERAH BPHTB Lembar §

LogoPemerintah Daerah

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB )

Lembar 5

Untuk Bank Yang Ditunjuk
Bendahara Penerimaan

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK B

UMIDAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:
PERHATIAN : Baca lah petunjuk p engisian pad a halaman belakang lembar i terlebih dahulu

[,

NPWP:

w

. Nama Wajib Pajak:

|

|

|

| L | L]

. Alam at Waijib Pajak:

i

Kelurahan/Desa:

5. RT/RW: 6 Kegam atan:

~

I

. Letak tanah

Kabupaten/Kota:

.Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: l l ! l |

8. Kode Pos:

dan atau bangunan:

75

. Kelurahan/Desa:

4 RT/IRW:

Kecamatan:

Penghitungan NJOP PBB:

6. Kabupaten/Kota :

o

L
=

JUML AH YANG DISETOR (dengan angka):

[Fe

|

*) Coretyang §dak periu

(berdasarkan perhitungan D4 dan pifhen diE)

PPA

(d

MENGETAHUI:

T/NOTARIS

Luas NJOP PBB / m? ;
Uraian ( Disifuastanahdan ataubangunanyang {Diisi berdasarkan SPPT PBB fa hun kfadinya Luasx NJOP PBB /m?
haknya dipe rokeh ) perokh an hak/ Tahun 1
Tanah { bumi ) 7 l m2| 9 Rp ”,Rp B )
angka / xangka9
B 8 2 |10 12
ShgHnan l m Rp Rp ang ka 8 x angka 10
NJOFRBE: 13 Rp angka 11+ angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: D:] 14.H arga transaksi / Nilai pasar; ‘ Rp
16. N omor Se ttifikat :

C. AKUMULASINILAI PEROLEHAN HAK SEBELUNMN YA ‘ Rp
D. PENGHITUN GAN BPHTB (Hanya diisiberdasarkan penghiingan W ajib Pajak )

1. Nilai Perolehan Ob jek Pajak (NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13., B.14., dan C 1 P Rp

2. Nili Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan nilai pada C 2 B Rp

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Ke na Pajak{ NPOPKP ) angke 1-angka2 | 3 B> Rp

4.Bea Perolehan H ak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% xangka 3 4 B Rp
E. Jumlah Setoran berdasarkan:

I a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPDBPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR / SKFDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal

. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: % berdasar Peraturan KDH No: .. ... ... ... ...

engan hurmf):

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal:

Telah Diverfikasi
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEU AN GAN ASET DAERAH

Nama }e;;l:agggn tanda ia;gan

Nama len gkap, stempel, dan kn da fan gan

Namalengkap, stempe

1 fanda Ei;gi;n—

Hanya diisi oleh
petugas DPPKAD

n

NomorDokimen:

Nama le ngkap, siempel, dantandatangan

 NoPPBBbers: |

]
J

Lembar 5/ - Bank Yang Di

unuk/BendaharaPenenrmaan




CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAIAK DAERAH ﬁ?&%’ﬁ Lembar b

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 6
Untuk Bank yang

( SSPD-BPHTB ) ditunjuk/Bendahara

enernmaan sbgLaporan k

, BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DPPKAD
L PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASETDAERAH:
PERHATIAN : Bacalah p etunjuk p engisian pada halaman belakang lembar ini terkebih dahuls

A. 1. Nama Wajib Pajak: l l ] l l ’ } ! } ! l l I | ' | |
2. NPWP: |
3. Alam at Wajb Pajak:
4 Kelurahan/D esa: 5. RT/RW: 6§ Kecam atan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:

B.  1.Nomor Objk Pajak (NOP) PEB: | L L [ T1 1 ]

2. Letak tanah dan atau bangunan:
3. Kelurahan/D esa: 4 RT/RW:
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:

Pe nghtungan NJOP PBB:

NJOP PBB / m?

Uraian ( Disiluas tanahdan ak u b angun anyaag ( Diisi berdasarkan SPPT PBB & hun &jadinya Luasx NJOP PBB / m?
hakaya diperoleh ) perokhan hak/ Tahun }
Tanah { bumi ) 7 , . . m2| 9 Rp 1" lRp ;
o i angka 7 xangkad

Bangunan 8| mz |10 Rp 12 | Rp

ang ka 8 % angka 10

NJOPPBB:  13]gp

angkaii+angka 12]

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: Dj 14. Harga transaksi / Nilai pasar: ij

16. N omor Sertifkat :

C. AKUMULASINILAIPEROLEHAN HAK SEBELUMN YA ! Rp
D. PENGHITUN GAN BPHTB (Hanyadiisiberdasarkan penghitingan W ajib Pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP } memperhatikan nilai pada B.13., B.14., dan C 1 B Rp
2 Niki Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) memperhatikan nilai pada C 2 B Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Ke na Pajak { NPOPKP ) angka 1 -angka2 { 3 B> Rp
4 Bea Perolehan H ak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 B Rp

E. Jumlah Setoran berdasarkan:
a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPDBPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal

. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: [ % berdasar Peraturan KDH No: ... . oo

T

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf):
Rp S

&

(berdasarkan perhitungan D4 dan pifhan di E}

*) Coretyang fdak perti

e e gl MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah Diverffikasi
WAJIB PAJAK /PEN YETOR PPAT/NOTARIS TEMPAT PEMBAYAR AN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
Tanggal: KEUAN GAN ASET DAERAH
Nama le ngka;Barv tanda m;gan Nama len gkap, stempel, dan en da tan gan Namale;gkap, slempel, den tanda ian;ar;‘ Nama lengkap, stempel, daniandalangan

Hanya diisioleh [_Nam‘nr_Drokigm . L = ! 5 : i _LJ
T e (I 0 —TLIT

Lembar 6/ - FungsiPembukuan & ﬁ’ehparan




D. BAGANALIR

‘Prosedur Pembayaran BPHTB oleh _vm:,m..qms.__m Hak Tanah dan/atau Bangunan

' \Waijib Pajak

pemindahan hak, maka Wajib Pajak menerima SSPD-
BPHTB dari PPAT.

2. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dan
menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank vyang
Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
menerima pembayaran, menandatangani SSPD-
BPHTB, mengarsip SS5PD-BPHTB lembar 5 dan 6, dan
menyerahkan SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4
lkepada Waijib Pajak.

4. Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3,
dan 4.

5. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan
penelitian SSPD-BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Pamindahan Hak) |

S Uraian. B g &
: et Selaku Penerima’Hak
Dari Prosedur 1
(Prosedur.
1. Berdasarkan prosedur pengurusan akta i RENEURLsEn At

| SSPD-BPHTB

P |

1| ssPDiBpHTE.

Menerima
Pembayaran BPHTE
& menandatangani
SSPD-BPHTB

|

SSPD-BPHTB

Menyampaikan
permohonan
spenelitian SSPDr
BPHTB ke OPPKAD

] e ——
qﬂmﬁﬂﬁa@%uﬂ SSPD-BPHTB
SSPD-BPHTE :
}/‘.‘\,\.\’,}}

M Selanjutnya digunakan
ﬂo_&_m:; proses pelaporan

i

Lampiran II — Pembayaran BPHTB

Ditetapkan di : Kugla Kurun
Pada tan

29 Janvari 2ol

UNG MAS,

BIT BINTIH



[Lampiran III]

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH -
BPHTB (SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah  BPHTB merupakan proses verifikasi

kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran

Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB

terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi

Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua kelengkapan dan

kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran

Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

%
£ea

Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang tercantum

dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan berwenang dan bertugas untuk:

-~ meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Informasi;

- merrerikesa kelenghepen dokumen dan kebenaran data terkait objek paiak yang tercantum
dalam SSPD BPHTR; dan

- menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.

Fungsi Pengolahan Data & informasi

Merupakan pihak yang menyimpan dotabase objek pajak. Fungsi ini menvediakan data terkait

objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan dan informasi berwenang dan

RRATERS i

- mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya; dan

- menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian

SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/ SSPD BPHTB disertai
Bukti Penerimaan Daerah (BPD);

Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/
Paspor});



- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi waris.
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotokopi Kartu NPWP;

- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak kemudian
menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen

pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB {lembar 4),
dan dokumen pendukung dari Waijib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data
terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima.
Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi

Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi Pelayanan. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan
Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data

kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari Fungsi
Pengolahan Data & Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum
dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi
Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan
untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur

tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen
pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4).
Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu

menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.



CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAIAK DAERAH BPHTE lembar g

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

( SSPD-BPHTB)

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANBANGUNAN

Lembar 4

DPPKAD
dalam proses penelitian

Logo Pemerintah Daerah

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

BERFUNGSI SEBAGA| SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

1. Nama W ajib Pajak:

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH:
2. NPWP: ’ , l

LU

3. Alam at Wajib Pajak:

I L1

PERHATIAN : Bacalah petunjuk p engisian pad a halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.
6 Kecamatan:

4. Kelurahan/D esa: 5. RT/RW:

7. Kabupaten/Kota: 8 Kode Pos:

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: |

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan/D esa: 4 RT/IRW:

5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota:

Penghitungan NJOP PBB:

15. Jenisperolehan hak atas tanah dan atau bangunan: ED

16. N omor Setifkat :

14. H arga transaksi / Nilai pasar;

. Luas NJOP PBB/ m? ,
Uraian ( Diisifuas tanak d an atau bangunanyang { Diisi berdasarkan SPPT PBB ia hun rf?’admygz Luasx NJOP PBB /m?
fiaknya dperokeh ) perokhan hak/ Tahun }
Tanah { bumi ) 7 l m2| 9 Rp ”,Rp
angka 7 xangks 9
Ba ngunan 8 m2 |10 Rp 12 IRp - 1
anghka 8 x angka 10
NJOP PBB: 13 Rp R —
angka11+angka 12

LE |

C. AKUMULASINILAIPEROLEHAN HAK SEBELUMN YA I Rp
D. PENGHITUN GAN BPHTB (Hanya diisiberdasarkan penghitingan W ajib Pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13., B.14., dan C 1t P Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan nilai pada C 2 B Rp
3. Nili Perolehan Objek Pajak Ke na Pajak { NPOPKP ) angla 1-angke2 | 3 B> Rp
4_Bea Perolehan H ak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% xangka 3 4 B Rp

. Jumlah Setoran berdasarkan:

| a. Penghitungan Wajb Pajak

| b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *)

Nomor:

=

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka):
[Fe

(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E} : = = 2 =

{dengan huruf):

*)Coretyang §dak perk

Tanggal:
t ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: ! % berdasar Peraturan KDH Not . ... ..o s e e

WAJIB PAJAK { PENYETOR

MENGETAHUI:
PPAT/NOTARIS

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggal:

Nama le ngk_ap dan tanda tangan

Nama len gkap, siempel, d an an da lan gan

Namalengkap, stempel, dan tande tangan

Telah Diverifikasi:
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEU AN GAN ASET DAERAH

Nama le ngkap, stempel, dantandatangan

Hanya diisi oleh
petugas DPPKAD

NOP PBB bary:

Ném orDokumen:

L

| |

L1

|

Lembar 4% - FungsiPelayanan




CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMONONAN PENEUTIAN SSPD BPHTB

Lampiran : 1 (satu} set
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota ............

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama W ajib Pajak

NPWP e A

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan
sebagai berikut :

NOP L L1 O O[] O 11 C1r 11 ™

Alamat

Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota

Terlampir dokumen sebagai berikut :

(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah {NTPD} / SSPD-BPHTB disertai Bukti
Penerimaan Daerah (BPD}¥*)

{2} Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukti Pembayaran PBB
lainnya Tahun ............*%)

(3) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

(5) Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak **)

(6) Fotokopi Kartu NPWP

Bemikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan: , 20
*) coret yang tidak perlu W ajib pajak/Kuasa Wajib Pajak *)
*¥) dalam hal dikuasakan

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyartakan

bahwa:

- Data objek pajak yang tercantum dalam 5SPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

Fungsi Pelayanan




-CONTOH DOKUMEN FORM PENGAIUAN DATA Hal 1

Dengan hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan
permintaan data terkait perolehan hak bumidan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak e
NPWP o 1N T e N N N N N O O O

Serta data objek pajak atas

Nomor Objek Pajak (NOP) | | L] T T O O LI LI 1

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

; 20
Fungsi pelayanan




CONTOH DOKUMEN FORM PENGAIUAN DATA Hal 2

Dengan Hormat,
Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu:

1. Nama Wajib Pajak

2.NPWP ‘:HIIH!LIIIHHHD

3.Perolenan Hak Selama Tahun Berjalan :

anomorobjekpajakvor) [ [ | [T 1 [T 1 O] 01 CIT 11 [

5. Letak tanah/bangunan:
6. Kelurahan/Desa: 7. RT/RW:
8.Kecamatan: 9. Kabupaten/Kota: _

Penghitungan NJOP PBB:

Luas NJOP PBB / m?
U rafia i {Diisi luastanah dan ataubangunan {Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB / m?
yang haknya terjadinya
diperoleh) perolehan hak / tahun........)
Tanah {bumi) 7 m3 g 11|Rp
Bangunan 8 m? 10 12{Rp
NJOP PBB 13|Rp

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima Kasih

,20
Fungsi Pengelolaan Data
& Informasi




D. BAGAN ALIR

Wajib Pajak e Sl Fungsi Pengolahan Data &
..Cﬁmid . selaku Penerima Hak ;ﬂzjﬁm_ Um_m<m3w: Informasi
Menyiapkan
1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan .no_mcohmww%.rmz
dokumen terkait penelitian SSPD-BPHTB. Wajib Pajak penelitian SSPD-
kemudian  mengajukan  Formulir  Permohonan LAPHTS,
Penelitian SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan
SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4, dan dokumen TR
pendukung lainnya ke Fungsi Pelayanan. L ﬁ fo [rempar ) AT
(lemtiat 1) tononan Sl ATzl | - Permohona
_&? L | A L ) sopbhni
2. Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian| - ﬁgo;mmaﬁ;.ﬁﬁ
SSPD-BPHTB vyang diterima, Fungsi Pelayanan [P tetkat objek pajak
mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi
Pengolahan Data & Informasi dengan menggunakan
Form Pengajuan Data. FOrm i E 7 P
daj _ﬁ _umw%_%m: %J]Vh vmgmﬁﬂng A,Umsummmogmxm
. Dats : ajak
3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menyediakan N .f,é\\mm\[; KI!H_MW!»!L
data terkait objek pajak dengan membuka database ]
objek pajak. Penyiapan Data
: \l‘ L_lwulm:.: ﬁ ._.mﬂx_wz.ogmx
4. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisi data m%%%w%mﬂﬁm * _ %ﬁmﬂwmmv ﬂ ek
objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi S L G F

Pengolahan Data & Informasi kemudian menyerahkan
Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

5. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan
lampiran-lampiran pendukung berdasarkan data objek
pajak yang diterima dari Fungsi Pengolahan Data &
JiInformasi.

T Lampiran;
J— oriduiing
_: Pengajuan |

(Tetsi)

(lermbat 3y

(lemba

SSPD-BPHTB

; Form
Pengajuan

6. Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD-BPHTB SSPD-BPHTE 1 SHRD: T erieiin
[|dan menyerahkannya kepada Waijib Pajak. e _/é\\\f/ MJM.W\}[ wmv\cxsg:é,,
- J
—
A Ars HN
hg
N
Ditetapkan di : Kyala Kurun

Lampiran II] — Penelitian SSPD BPHTB

HAMBIT BINTIH

20}




[Lampiran IV]

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA KANTOR BIDANG
PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan tanah.
Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Bidang
Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah

pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Waijib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak vang menyediaken dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen-dokumen
tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah {PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke Kepala

Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk:

- mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
3. Kepsla Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah wewenangnya. Dalam
prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:
- memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah: dan

- memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti
Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan
Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan
lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).



Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti
Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)

lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/peralihan
hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan
kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu memperbaharui database

daftar kepemilikan hak atas tanah.

Langkah 5

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar
3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada PPAT.

Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.

Langkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditandatangani

kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



CONTOH DOKUM

IEN SURAT SETORAN PAIAK DAERAH BPHTE lembar 3

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD-BPHTB )

Logo Pemerintah D aerah

BERFUNGS!I SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 3

Untuk Kepala Kantor
Bidang Pertanahan

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASETDAERAH:

PERHATIAN : Bacalah p etunjuk p engisian pad a halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

%)

. Letak tanah dan atau bangunan:

A. 1.Nama Wajib Pajak l l ] ] ‘ l l ] l l I ] I I | I
2.NPWP: b}
3. Alam at Wajb Pajak:
4 Keurahan/D esa: 5. RT/RW: 6 Kegam atan:
7. Kabupaten/Kota: 8. Kode Pos:
B. 1.Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: l { 1 l I I l | ' I i D

w

. Kelurahan/Desa:

4. RT/IRW:

5. Kecamatan:

Penghitungan NJOP PBB:

6. Kabupaten/Kota :

: Luas NJOP PBB / m? R
Uraian ( Diisituastanahdan Juaba?gunaaye ng ( Diisi be arkan SPPT PBB fahun kgadinya Luas x NJOP PBB /m?
haknya diperokh ) perokhan hak/ Tahun !
Tanah { bumi ) 7 m2{ 9% Rp 11’Rp
angka 7 xangka 9
Bangunan 8 2 |10 12
ang l m R P Rp ang ks 8 x angka 10
NJOP PBB: 131 Rp TR EETTITRES
15. Jenisperolehan hak atas tanah dan atau bangunan: D:] 14. H arga transaksi / Nilai pasar: [ Rp ]
16. N omor Se ttifkat :
C. AKUMULASINILAI PEROLEH AN HAK SEBELUMN YA ‘ Rp
D. PENGHITUN GAN BPHTB (Hanyadiisi berdasarkan penghitungan W ajb Pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP } memperhatikan nilai pada B.13., B.14., dan C 1 B Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan nilai pada C 2 B Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP ) angke 1-angka2 | 3 B> Rp
4_Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 B Rp

E. Jumlah Setoran berdasarkan:

[ a
l b.
C -

JUML AH YANG DISETOR (dengan angka):
[

Penghitungan W ajib Pajak
STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB

KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor:

{dengan hu ruf):

toerdesarmkan periitungan D4 dan pifhan diE)

*) Coretyang fdak perk

MENGETAHUI:
PPAT/NOTARIS

tgl.. 5
WAJIB PAJAK /PENYETOR

DITERIMA OLEH:
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal: .

Tanggal

Pengurangan dihitung sendiri menjadi: % berdasar Peraturan KDH NO: . ..o oot oo oo e

Telah Diverifikasi:
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ASET DAERAH

Nama le ngkap dan fanda tangan Nema lengkep, stempel, dan nda fen ngen

Namalengkap smﬂpe! dan tanda tangan

Nama le ngkap, stempel, dantandatangan

Hanya diisi oleh

Nomar Dokumen:
petugas DPPKAD S E

| W .
| A

NOPPBBbaru:

Lembar 3/ - Kepala Kantoréidang Pertanahan



D. BAGAN ALIR

Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah darn/atau Bangunan ke Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Kantor ”m,,mo_m.:m :

7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian
menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak.

atas Tanah dan/atau
Bangunan i L

Akta Pemindahan

/lk\\\\)/

Hak atas Tanah dan/
Latau Bahgunan

Uraian Wajib Pajak Selaku Penerima Hak ' Pejabat Pembuat Akta Tanah , T
: o & i ! i o e oo Pertanahan
W Berdasa .\.Amd< ﬁwcmWﬂCq ) _Um.ij<mwm: dan e e e vml e / Arsip
prosedur penelitian, Wajib Pajak menerima SSPD Pembayaran sebelumnya
BPHTB lembar 1, 2, dan 3. Wajib Pajak lalu CPPR di KPP : S - J;Hu
‘imemberikan SSPD BPHTB lembar 2 dan 3 kepada G e : . tembar 3y
PPAT. % SSPD-BPHTB
2. Berdasarkan transaksi pembayaran PPh di L8 it pemerima S i e ,:ww,qu.wwwmmwwhwi
Kantor Pelayanan Pajak, Woajib Pajak juga | 88F Pasal 4 ayat ( SSPD-BPHTB B5PPasalia ayat (2) i bl
menyerahkan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat : : S i SR Fl Rt
(2) kepada PPAT. \Wﬁ -
B @ ¥ PR i Zm:&mﬁrmi &
3. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak Atas ,M::ﬁwnf.mn, SR Iah -
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian ,,nammmwﬂmhu.mm&m wm:&wwmxﬂ:, Hakl Cermibar ) i
Imenyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas A * uMMwm:MHﬂgmnwmav , 55P0 mn.:a,m
tanah atau peralihan hak atas tanah. PPAT S Tanah Bukt] Fanerimann
[mengarsip SSPD BPHTB lembar 2. W fTislo | SAFPesal ¢ avet (e}
(lemibar 1) Uembar 3y 7T ; - 2 i . AkEa PerindaRan Hak
L SSPDLBPHTR o i Uemban i (lembar 3) atas Tanah dar/atau
. , T SSPD-BPHTE Seb i SSPD BeHTE BAngunn. L
4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Buikti Penerimagn 4 _u_,u BRH ekt BRI i )
Tanah dan/atau Bangunan, SSPD BPHTB lembar 3, | | S5° fazala avat —— LD g S5 pasal 2 s () R
| | . s SSP Pasal 4 dyat (2) TS
|dan Bukti _umsm,:_‘zmm: SSP Pasal 4 ayat (2) kepada i(l\\m Isdl 4 dy Oy e
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. R ST i e atas Tanab:dan/at: = - -
AR \\ S Bangunan Menelaah pengajuan dan
. » memperbaharul daftar
5. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menelaah ; \\\/J S - peralehan atau'beralibhan
pengajuan dan memperbaharui daftar perolehan/ i fg ;.,,\ Hak atas Tanah
peralihan hak atas atas tanah. Kepala Kantor S | <
|Bidang Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB PR Os s BT P T :
lembar 3. 558 Pagal d/ayar(2) | SSP Pasala ayat (2) SSPD BPHTE
AkEa Pemindahantiar | et Akt Pemninelahan HK :
6. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan grazTenal clarzntauy mwswmﬁﬂwﬂfma\mﬁc 4
Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau i i
Bangunan dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat f(\& s
(2) kepada PPAT. : : <
Akta Pemindahan fak Menandatangani

Lampiran IV — Pendafiaran Akta

Ditetapkan di : Kpala Kurun

Pada tanggal

24 Janvar{

NUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

2ot




[Lampiran V]

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/
Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.
Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap
akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib

Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.
B. PIHAK TERKAIT

i. Bank yang ditunjuk
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Waijib Pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas
untuk:
- meneriona permbayaaan BRHTR darl Wallh Pajake
menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan atas setiap
pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah: dan
- menyiapkan Register SSPD BPHTE.
2. Bendahara Penerimaan
Merupakan pejabat fungsional vang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang
dan bertugas waidc
- menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penvetoran tunai;
menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;
menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;
- wRmgapkan fegaens SR BRVIR ofan pamhainm BRVTR dani Wik Dripkopang malalid
mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;
- mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran;

- nenyiapkan Register STS; dan
- mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/ Waijib Pajak.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanak {PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan

Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan
Merupakan pihak vyang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi PAD berdasarkan
dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan
bertugas untuk:
- menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register S5PD BPHTE dari Bendahara Penerimaan;
- menerima Register §TS dari Bendahara Penerimasn;
- menerima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan;
- menerima lLaporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari
PPAT; dan
- menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD
BPHTB Lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme

penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan
membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang

ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas setiap

penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara Penerimaan
kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan

juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD

BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 6
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB

lembar 6.
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C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan
lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara

Penerimaan.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat penerimaan BPHTB
dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam

Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan
SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan

& Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB

lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas setiap
akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke
Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen
berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan
Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan Realisasi

PAD.



“ONTOR LAPORAN PENERBITAN AKTA

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT
Nama PPAT A - Kepada Yth,
Alamat Kepala Dinas
NPWP Dinas Pendapatan Daerah
Daerah Kerja Kabupaten Gunung Mas
AKTA NAMA, ALAMAT, DAN NPWP LUAS (M1} SPPT PBB 55 SSPD BPHTB
BENTUK LA
NO JENIS TAK TANAH DA TRANSAKS|
penpuaray | PHAKYANG — DANNOMOR| ~LETAK TANAH DAN - " KETERANGAN
URUT|NOMOR  (TANGGAL MENGALIHKAN/M HAK BANGUNAN | TANAH |BANGUNAN|PEROLEHAN/PENG NIOP(RP) [ TANGGAL| (RP) | TANGGAL| (RP)
HUKUM MENERIMA TAHUN
EMBERIKAN ALIHAN HAK (RP)
1] 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
vy 2011
Nama PPAT
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PAKDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel

Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh: Octavianus, SH, atau Birgitta,
SH.

Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP : NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja  : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Pulau Tidung.
Kabupaten/Kota: Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Pulau Tidung.
Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

Didalam Tabel

Kolom 1 : Nomor urut pengisian tabel.
Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
Keolom 3 : Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal pembuatan akta 4

Oktober 2011 ditulis; 4 — 10— 2011.

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Kolom 5 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengaiihkan/memberikan. Contoh: john beralamat di ji.
Industri Raya No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), JI. Industri Raya
No. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris selanjutnya).

Kolom 6 : Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5).

Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan kelurahan/desa sesuai
yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik =M
- Hak Guna Usaha =U
- Hak Pakai =P

Contoh: Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak di Kelurahan Kemayoran Utara
Ditulis:

- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan sebagian)
b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk pajak yang bersangkutan
berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak tahun 1960 — 1964

Ditulis : V.I No 47/465 tahun 1960 — 1964
Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok 11.D persil 30
Ditulis : C. No. 395 Blok I1.D ps.30
Kolom 8 . letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/desa yang
bersangkutan.

Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan lantai dasar seluas 50 m? dan lantai
satu seluas 25 m°.

Ditulis : Kolom 9 =200, kolom 10 = 75.



Kolom 11 : Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.
Contoh : Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis :100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian Hak
Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap dilaporkan.

Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.
Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01

Ditulis : 021.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan dengan
terbatasnya lebar kolom)

Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada tahun
perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP sebagai dasar
pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis :250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan yang ada
diatasnya Tanah seluas 100m’ dan bangunan 25 m? adalah sebagian tanah atau seluas 50 m?
dan keseluruhan bangunan seluas 25 m?. Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000
(untuk 100 m?) dan bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m?), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m’ : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m*  : Rp. 50.000.000

- Total NJOP : Rp. 150.000.000
Ditulis : 150.000.000

Kolom 14 dan 15: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran PPh atas
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang
mengalihkan).

Kolom 16 dan 17: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya pembayaran BPHTB.
Kolom 18 - Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.
a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.
Contoh: - Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke Kepala Kantor
Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampaian.

Contoh: -d.i 301/4097/11 atau
- tanggal 10—-7- 2011
c.  Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah wasiat
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis :ayah - anak



Bendahara Penerimaan :

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
REGISTER SSPD BPHTB
DINAS PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN .........

CONTOH DOKUMEN REGISTER 55PD BPHTR

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran
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Kuala Kurun, tanggal ................
Bendahara Penerimaan

Nama

NIP. ...
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

CONTOM FORMAT BUKL PENERIMAAN
DAN PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMAAN
SKPD :
Period :
Penerimaan Penyetoran
Kode Keterangan
Nomor | Tanggal No.Bukti Cara Pembayarany Rekening Uraian Jumlah Tanggal No. STS Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kas di Bendahara

- Saldo Awal

- Jumlah Penerimaan
- Jumlah yang Disetorkan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Terdiri

a. Tunai Sebesar
b. Bank Sebesar
¢. Lainnya

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna

Nama ..o,
NIP.

Lampiran V — Pelaporan BPHTB

TTTTLLIL LT

Kuala Kurun, tanggal .........
Bendahara

Nama ...wesesinnn
NIP.
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LONTOH DOKUMEN REGISTER ST

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
REGISTER STS
DINAS PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN .........

Bendahara Penerimaan :

Mengetahui/Menyetujui Kuala Kurun, tanggal ..........ccccco.........
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Nama ...cccovvvicnceennn, Nama ..

Lampiran V — Pelaporan BPHTB
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D. BAGAN ALIR

 Prosedur Pelaporan
BPHTB

Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit atas penerimaan
BPHTB dari Wajib Pajak.

2. Bank yang Ditunjuk menyerahkan Nota Kredit ke
Bendahara Penerimaan.

3. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6, Bank yang
Ditunjuk membuat Register SSPD-BPHTB.

4. Bank yang Ditunjuk memberikan SSPD-BPHTB lembar
6 dan Register SSPD-BPHTB ke Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan.

5. Sementara itu, Bendahara Penerimaan menetima
SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas penerimaan
pembayaran BPHTB secara tunai.

|6. Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan dalam
Buku Penerimaan & Penyetoran dan membuat Register
SSPD-BPHTB berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6.

7. Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan
Register SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan S8SPD-

2 (Prosedur-
- Pembayaran
BRHTE)

T

BPHTE! HTB
(lembar§) : (lembar 6)

oo
g ]

“Nota Kredit Menyiapkah
atas. Register:
penerimaan SSPD-BPHTE
wvH«U -
Nota:Kredit
L \\\.\ll«f/
i

Dati prosedur

Dar

el : . : : : um_.mvmﬁ : :
Uraian ' Bank yang Ditunjuk ~Bendahara Penerimaan Pembuat Akta | = Fungsi Pembukuan & Pelaporan
i AL . i : : e Tanah i :
1. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 5, Bank yang | Dari prosedur prosedur 4.

2 (Prosedur P
Pembayaran ke ke ol
: 5 iday
e BPHTB) vw:mzm_%ma
. Lernbar 2)
BPHTS BPHTB oibcalls e
(lembat &) (lembar 6) Hak atas Tanah
e dan/atau
™3 o f/l\H\i/ Bangunan |
Y. - "
.Kmsﬁmuxw:; i 94\1\HW¢
Register Menyiapkan
SSPD-BPHTB Laporan
: 7 itan Akta
ﬂ,mm_,mﬁm,ﬂ
SSPD-BPHTB s
[ESPD-BPHTE < A B, C, &D dari fungsi-fungsi yang lain N\
(lembar 6) dtas Tanat dan’ \ S
pilin ata Bon
: T AT

Lampiran V — Pelaporan BPHTB

Pads

29 Janva' 2oy
UNUNG MAS,

BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. . sl ~ - - :
Ke fungsi %Xm?:mm_ h Ke fungsi ﬁ Register” 7 [BukuT
8. Sedangkan atas penerimaan Nota Kredit dari Bank pembukuan & - pembukuan & pembukuan & SEEDBEHIE ) [Federimaend mifahiis Hel
yang ditunjuk, makes Bendahara Penerimaan mencatat RelBpore r;_um_mnoa; \W pelaporan ﬁ A_mwoww,,ﬁmv vﬂﬁm%@ﬁm\¢ Mwh:mma_ub,_wé
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & - s i 142 i e
Penyetoran dan Register STS - e & PR .
! Nota Kredit S

9. Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan Buku Ji
Penerimaan dan Penyetoran beserta Register STS ﬁ\ e H\) |
kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan. — Bukr [Menyiapkan | |

Penetimaan & “ibaporan il |
10. PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan ol Panystonan: Realisast
menyiapkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Eendahacs

: ‘latas Tanah dan/atau Bangunan. i&
ot il

11. PPAT memberikan Laporan Penerbitan Akta Penerimaan. & : ,mm,.
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke |Penyetoran. S
Fungsi Pembukuan & Pelaporan. e STS
[12. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen
berupa Register SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 6,
Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan N
Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah G
dar/atau Bangunan. ) 5

Ke tungsi ﬁ
13. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi wmﬂmww.%:w ﬂ«
IPembukuan & Pelaporan menyusun laporan realisasi - P
PAD

Ditetapkan di : Kuala Kurun
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[Lampiran VI]

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTB
terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ Kurang Bayar
Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB
yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5
(lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam
menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database

Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD
Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat
Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat

Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- memeriksa SSPD BPHTB
- menerbitkan STPD BPHTB

- menerbitkan SKPD Kurang BayarBPHTB

- menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB
Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB
yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.



Langkah 2
Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis,

salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena
bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.
Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar,
salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Waijib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan
kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur
pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/ Kurang
Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD
BPHTB yang telah dibayarkan oleh Waijib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam
SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian
menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 {lima) tahun
semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD
Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar
SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2)
dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).



Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2} dan SKPD Kurang Bayar Tambahan

(lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar {lembar 1) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan
{lembar 1) kepada Waijib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang Bayar yang
telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar
Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 9

Waijib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTRB

terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan,

Fungsi Penagihan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang Bayar

- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang
akan mendekati jatuh tempo.
Langkah 2
Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif,
meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan
Langkah 3
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara
mengangsur oleh Waijib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.
Langkah 4
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara
mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran

(rangkap 2).



Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran {lembar 2).
Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Waijib Pajak.

Langkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang dikirimka

kepada Waijib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga dihimbau untuk

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur penerbitan:

Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib
Pajak;

Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB oleh Waijib Pajak;

Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak;



Daftar Surat Tagthan BPHTB

Tanggal Penerbitan:

Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar:

st emersomerresesresesssoe . )

Letak Objek Pajak
Kabupaten/Kota:

Kecamatan:
Desa/Kelurahan:
Alamat:

Nama & Alamat Wajib Pajak

NOP:

NPWP:

Perincian Pajak yang Terutang

1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan™) Rp
Tahun ..
2. Telah dibayar tanggal {Rp.
3. Pengurangan ‘Rp.
4, Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 +angka 3) Rp
5. Pajak yang kurang dibayar {angka 1- angka 4} Rp
6. Denda administrasi 2% x 24 bulan xRp. {angka 5} Rp
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang  angka 1 Rp
8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7) Rp
Tanggal Jatuh Tempo: Tempat Pembayaran:

PERHATIAN Kabupaten Gunung Mas, ... 2011

1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan
(STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu {1) bulan
sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak
belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan
lelang.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah,




Dak 3SPD BPHTB yauny tidal/kurang dibayar, salah tulis, %wmyh g, dan kena bunga/denda

PEMERINTAH KABUPATEN TIDUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Daftar SSPD BPHTB
vang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

PAJAK YANG MASIH

NAMA DAN >_.>\_w,_\_,_>4>.,_ﬂﬂ NOMOR & TANGGAL PENERBITAN | PAJAK YANG KURANG >U=W_WZJHM__~>m_ HARUS DIBAYAR CETERANGAN
NO LETAK TANAH DAN/ SSPD BPHTB DIBAYAR (Rp) (Rp)
BANGUNAN, NOP PBB (Rp)
4+5
1 2 3 a 5 6 7

’

Fungsi Pelayanan

NIP

mpiran VI - Penagihan




( Daftar SSPD BPHTE vang kurang dibay(

PEMERINTAH KABUPATEN TIDUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Daftar SSPD BPHTB
yvang kurang dibayar

PAJAK YANG MASIH

_”_>§> Wﬂ_ﬂnruhrh_\_,_\vﬂ“ﬂ NOMOR & TANGGAL PENERBITAN | PAJAK YANG KURANG >U7W_WZJMW__~>! HARUS DIBAYAR FTERANG
NO ETAK T SSPD BPHTB DIBAYAR (Rp) (Rp) K AN
BANGUNAN, NOP PBB (Rp)
4+5
1 2 3 4 5 6 7

L

7

Fungsi Pelayanan

NIP

mpiran VI - Penagihan




Diaftar Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN TIDUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN

TAHUN

NOP, NO & TANGGAL SURAT

TANGGAL
JATUH TEMPO

PAJAK YANG KURANG
DIBAYAR (rRP)

NAMA DAN ALAMAT WP,
JENIS TAHUN
No. LETAK OP, YANG DITERBITKAN
N
SURAT TEGURAN PAJAK PAJAK TEGURA
1 z 3 a 5

mpiran VI - Penagihan

DENDA/SA

ADWVIINIST
(Rp)
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Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth,
Nama
NOP
Alamat
SURAT TEGURAN
Nomor

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

NOP, NO & TANGGAL STPD
BPHTB/ SKPDB KURANG Nemgea Jumiah
Jenis Pajak Tahun Pajak Jatuh Tempo Tunggakan
BAYAR/ SKPDB KURANG BAYAR )
Pembayaran Pajak (Rp)
TAMBAHAN (*)
. :
{*}) Coret yang tidak perlu Jumlah

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
Nomor ... Tahun .... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar
melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

PERHATIAN ;
Kepala Dinas Pendapatan
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 {DUA Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT

TEGURAN INL

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA.

NIP




D. BAGAN ALIR

Bagan Alir 1: Penetapan M.qﬂ..u. BPHTB

Uraian

 Waijib Pajak

 Fungsi Penagihan

11. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya,
maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah
| dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Fungsi Penagihan memeriksa setiap S8PD BPHTB terutang
|vang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan
Ul kena bunga/denda.

| 3. Atas SSPD BPHTB terutang yvang tidak/kurang dibayar, salah
/| tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi
Penagihan menerbitkan Daftar SSP PHTB vang tidak/kurang
| dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.
Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

‘4. Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan

daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis,
salah hitung, dan kena bunga/denda. surat Tagihan BPHTB
dicetak rangkap 2.

5. Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

6. Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1)
| kepada Wajib Pajak.

il 7. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas

setiap Surat Tagihan yang telah dikirimkan kepada Waijib
| Pajak.

8. Wajib Pajak membayarkan BPHTB terutang menurut STPD
BPHTB sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Lembar 1

: ,_v.ﬂ&m,mncﬂ
Pembayara
BPHTB:

e

| SsPD BPHTE

Meherbitkan STPD
: BRI .

ml\:um,,_\ﬂj 2 ]
lembara

STPD BPHTE
]

Mengirimkar Surat
Taginan BPHTR kepada
; Wil Pajak:

[Lembar

STPD BPHTE /_i

Proses
Pembayaran .dan
lainnya mengikuti
prosedur
sebelumnya

LSTPD. BPHTB

Meémperbaharui daftar:
LUSTRD BPHTE b

Daftar STPD |

BPHTB

Lembar 2770 1
Pt ] LUATSIP
STPD BPHTSB e

ST 4\

mpiran VI - Penagihan
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D Kurang mw<m_w‘.ﬂw5m€m7m3 untuk BPHTB

L Tambahan

. Waijib Pajak

Fungsi Penagihan

: Cwm».m,s,

maka
1. Berdasarkan prosedur pembay?ran BPHTB m_wﬂn;._mwm_:ﬂjj,\m‘ telah
Fungsi Penagihan akan mengarsiP SSPD B vang
dibayarkan oleh Wajib Pajak.
g telah

2. Fungsi Penagihan memeriksa Setiap SSPD BPHTB yan

berjangka waktu 5 (lima) tahun se/menj
Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang vang tene
dalam SSPD BPHTB tersebut.

Atas SSPD BPHTB yang ternyata Kurang bayar,
kemudian menerbitkan Daftar ssppP BPHTB yang

ak dibayar oleh Wajib Pajak.
antum

Fungsi PenaBihan
kurang dibayar.

D Kurang mm<N_u <m3m.
k diterbitkan, FUNgsi
dalam

3. Fungsi Penagihan juga memeriks? setiap SKpP
telah berjangka waktu 5 (lima) taHun semenja
Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang iercanttm
SKPD Kurang Bayar tersebut.

" |Atas SKPD Kurang Bayar yang masip kurang baya
ilkemudian menerbitkan Daftar sKPD Kurang
kurang dibayar.

r, Fungsi Pena8ihan
Bayar yang Mmasih

yang telah dibuat, Fungsi Penagihan

4. Berdasarkan daftar
+ {rangkap 2) dan SKPD Kurang

menerbitkan SKPD Kurang Baya
Bayar Tambahan (rangkap 2).

- . dan
5. Fungsi Penagihan mengarsip SKPP Kurang Bavar (lembar 2
|SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

SKPD Kurang Bavar (lempar 1)

6. Fungsi Penagiha irimk ji i
gsi g n mengirim m_:ﬁ_ma_cm_\ 1) rmwmam Wajib paiak.

dan SKPD Kurang Bayar Tambahan

P Kurang Baya® atas

. . Ai Daftar SKP i
7. Fungsi Penagihan memperbahart kan kepada Waijib

setiap SKPD Kurang Bayar yang telah dikirim
|Pajak.

Daftar sKPD Kurang Bavar

8. Fungsi Penagihan emperbah?ui
gsl & m P Bayar Tarmmbahan yang telah

Tambahan atas setiap SKPD Kura"g
dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Jrang Bayar/ SKPD Kurang Bayar

9. Waji jal ime KP
ajib Pajak menerima SKPD K sesuai dengan

dan membayarkan BPHTB terutalg&
prosedur pembayaran BPHTB.

ﬁ Berdasarkan S5P0 B
dalam jangka wa

(lima) tahun semel
dibayar wajib pal

PHTE
tu 5
njak
ak

“Prosedur
“Pembayaran|
BPHTE [

[ terutang

ngkurang
Cdibayar

Daftar SSPD

BPHTB yang"
kurang dibayzar

A bttt LA

Meénerbitkan SKPP
Kurang Bayar

&mbar.2 .
Lembar 1. .‘

Dafar SKPD Kurang
Bayar yang masih
CRirang dibayar

ey

Menerbitkan SKPD,
Kurang Bayar
Tambahaih

mmimuw}»:mzvo
Kurang Bayar dalam
jangka waktu S (lima) >

tahun semenjak
diterbitkan

~SKPD Kurang

Y

MBnNEIFmKan SUra L,
SKPB Kurang BayaF
kepada Waijib Wm%x,

.

Lermbar 1 Tembar 1
sKPD Kurang | SKPD Kurang
Raver [l Beyaei

Lerbal 4,

Lembar 2 " ; L ::,m ,
ol SKPD Kurang SKPL Karane Aayar ol SKB iivang Bayar
Tl Baydr : Tarribahal L TarAbahan.
— e
Mengirimkan SUrat /,>1W:B\
T EKPD Kurang Bavar | /
\ 5 ; o
kepada Wajib Pajak 7
Arsip 2

CEMBET T

SKPD Kurang Bayar

Skpp furang Bayar [rosnc
: Tambahan

Proses
Pembayaran dan
lainnya meangikuti;

prosedar:
“sebelurmnya

Memperbahar'
daftar SKPD: Kural'8
Bayar

\ m
Daftar SKPD:.
Kurang Bayar

Tambahai

Memperbaharui
daftar SKPD Kurang
Bayar Tambahain

Daftar SKPD
Kurang Bayar
Tambahan
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Bagan Alir 3: Penetapan Surat Teguran

S Uraian L i <<,m:_u _um_m._«.
1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB/ 1m%wﬂn.%%hﬂmwmmmw: !
SKPD .ﬂC1Q3W _ww,<m_\\ M_Av_u Kurang Bayar Tambahan, Fungsi T Kirang, Bayar/ SKPD | ; - —_
jPeriaainan menyliinpan: \ Daftar STPD . Kurang Bayar @ Selama 7 (tujuh)
~Daftar STRRD BEHTE BRHTE o Tambahan o] hari sejak saat jatuh
- Daftar SKPD Kurang Bayar \ tempo
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan = e _ pembayaran,
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi ; \ A i Gy meliputi:
8 akukan ndekat; R
Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan A Xﬂmﬂwmwmm_w?ww _ i ,mmwmﬂw vﬂww:mmwmw mw_, -/ - Menghubungi
Imendekati jatuh tempo. ¥ oAy / A kepada wajib pajak , Ewtc paiak melalui
) BN 3 telepon
2. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan \, Daftar SKPD w”ﬂmasm_::‘.xm:
.EmﬂmI:w‘.CJmm dan 3m_m._m:rm3;3mjam_nmﬁm3 persuasif kepada Kurang Bayar E Disatujui pemberitahuan dan
W ajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. ﬂm_\:Uwrm: A\ - Himbauan p
[\\!i ",
Y S
3. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan m_hw_umwwmmﬂqwzamw/#
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh N secara mengangs
Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus // i 1
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar //f e
melunasi BPHTBE yang masih terutang. J\
Tidak disetujui
4. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan F
‘|penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh ..;.,\._namww;rwzmcﬂmn
Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan S Teglran
menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2). = F
Lembar 1 : rwiwuwu 1 .
5. Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). q : - Lembar Lembar 2
Surat ey 3 4
\w\qwh/ [ Burat Teguran Pl sicat Teguran
6. Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) = & e i e
kepada Wajib Pajak. T S
Memperbaharui
Lil7. Wajib Pajak menerima Surat Teguran.
— —— %
/ -
; x_umﬁux Surat //>1m:u\
118, Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas Teguran /Ji\

setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Waljib Pajak.

uala Kurun
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[Lampiran VII]

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam
menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTBR terutang dari Wajib Pajak.
Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan
dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah yang berisi tentang
kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi

Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di

wilayah administratifnya,

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang menurut

surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan BPHTB
- menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

- mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

- menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat Keputusan

3. Fungsi Pengolahan Data & informasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan

- menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan dokumen
pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.
Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan kemudian

memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.



Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi
Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form

Pengajuan Data.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 5

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data &

Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada

Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan data objek
pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan

yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.

Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau

Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Waijib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur

pembayaran BPHTB.



Surat Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB Hal 1

Mem baca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN TIDUNG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

NOMOR: .......

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAKATAS DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TIDUNG

:Suratpermchonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas
LT 1 041 R FEmeasiassnnn
NG IO 3 ciieisis 500 lomnsrms snmivascenss sewans sen sus . s on s Aavarss AySEHTIRS wtanggalo

ta.hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pem eriksaan:
Nomor
Tanggal
b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;
:1. Peraturan Kepala Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ..... Tahun ... Tentang Pemberian Pengurangan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

:KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TIDUNG TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG
TERUTANG.

:Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) vang terutang kepada W ajib
Pajak:

Nama W ajib Pajak
Alamat W ajib Pajak




Surat Keputusan Penpurangan BPHTB Hal 2

Letak Objek Pajak

Tahun BPHTB L et et e e en eae e e e et 2ee 2aneen tes ses sen ean eae e aen aen o

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan:

Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen lainnya **):

- Nomor
- Tanggal
NOP
Letak Objek
Desa/Kel.
Kecam atan
Kab./Kota
KEDUA : Sesuaidengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka
Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:
a. BPHTB Terutang 1 § + IOERR——
b. BesarnyaPengurangan {.... ... e} 3 &+ JO T
¢. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar £+ T ————
HSEDOBDTE 1ovvv s sswivomsmsions svomenisamsss swmsswronsiows 100 Sevuoas s 40s SRVIRRGIERSAFE SSSARERARIARS SARIVURATRS Komon Hacciem aem ouomen, J
KETIGA : Apabila dikemudian hariternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Tidung.
Ditetapkan di .. o oot e s et e e e e v o
Padatanggal .o oo s e e
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tidung
*) Coret yangtidak perlu

*%) Diisi sesuai keperluan




D. BAGAN ALIR

?m:a.ﬂm pan Surat Keputusan Pengurangan BPHTH

‘Uraian

L Wajib Pajak

Fungsi Pengolahan Data & Informasi

1. Waljib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan
BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan
pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada
Fungsi Pelayanan.

2. Fungsi Penagihan menerima dokumen pengajuan
pengurangan BPHTB. Fungsi Penagiban kemudian memberikan
Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib

Pajak.
3. Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan
pengurangan. Bardasarkan dokumen tersebut, Fungsi

pelayanan kemudlan mengajukan permintaan data terkait
objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

4. Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan
kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Data

5. Fungsi Pengolahan Data &
pengajuan Data. Fungsi
‘|kemudian menarik data
Objek Pajak.

informasi menerima Form
pPengolahan Data & Informasi
terkait objek pajak dari Database

|6. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form
pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

“|7. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirirmmkan Form
pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

/|8, Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan
pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah
diterima.

9. Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan
dan: .

- Gurat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang
ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

10. Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

11. Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penclakan Pengajuan
Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan
pPengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Waljib Pajak.

12. Wwajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan
melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran
BRPHTB.

Dilampir dengan
dokumen
pendukung
pengajuan
pengurangan

-~

iviengalikan i
‘pengUrangan atas surat,
iketetapan BRHTB.

;

Tagiban/, Kurang Bayar/

Prosedur Benatapan Surat
‘Kurang Bayar Tambahar

[Dokurnen’
..vw:n.fxc:m

Dekuren:
| Penduking

[ Surat Pengaluan
| Pengurangan i
BRHTB

B

Tanda Terima f
i ‘Y_...WW‘—CN«T-
Pehgurangan

Y

Surat Pengajuan
Penguringan

.

mene

SFat Penolakan
Pengajuar, :

Ditolak R

wrifha Pangajuan .
Peéngurangan B

Mengajukan data

terkait obiek pajak

Menelaah dan
Craemerikaa

|

Form Pengajisan,
Data

Form. Pfenga .t&:

pengajuain
pengurangan

o

Al i "

Y :
U.SE(UW&?
TRy e !

e

Data (Terisl)

[ Database’
Objek Pajalk
st b

N

N

Pengurangan. |

Pemeriksaan & Sura;

Menerhitkan Berita Aca

Kepubusah Fengurangs

Paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah Surat

Pengajuan
Pengurangan diterima

)

Berita Acars
Pameriksaan

Buirat, Penclaksn

BPHTB:

Prosedur
Pembayaran

& Ean BRHT 6

Surat Keputusan
Penglramgan

Pengajian

BPHTE
i Beritd Acara
Pameriksaan.
ﬁm,:nn Keputusar

Pengurangan:

BRHTE

Berita Acara,

3
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